
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 
 

A. Buku 

Ahmad Sofian, Ajaran Kausalitas Hukum Pidana, Jakarta: Prenada Media, 2020, 

hlm. 64 

 
Anwar dan Adang, Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum, 

Jakarta: Grasindo, 2008, hlm. 141. 

Darwan Prinst, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, 

(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.181. 

Khelda Ayunita dan Amiruddin Lannurung, Pengantar Hukum Acara 

Peradilan Tata Usaha Negara, Makassar: Tohar Media, 2022, hlm 

122. 

Marwan, Aspek Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Indonesia (Jakarta: 

Penerbit Citra Aulia, 2019), hlm. 85; Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 67. 

Mia Amalia, H.M. Ikhwan Rays, Asmak ul Hosnah, dan Rahma Melisha 

Fajrina, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Sonpedia 

Publishing Indonesia, 2024, hlm. 73. 

Mulyadi, Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Hukum Pidana 

(Jakarta: Penerbit Rajawali, 2019), hlm. 112. 

Qamar, M., & Salle, S., Interpretasi Hukum dan Konstruksi Hukum 

(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018), hlm.75. 

Rahardjo, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, edisi terbaru (Yogyakarta: 

Penerbit UII Press, 2018), hlm. 120; Undang-Undang Nomor 14 



 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 67. 
 

R. Subekti, Hukum Pembuktian, Edisi ke-16, Jakarta: Pradnya Paramita, 

2007, hlm. 83. 

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- 

Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politea, 2020), 

hlm. 1. 

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan ke- 

2, Bandung: Bentang, 2008, hlm. 120. 

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: 

Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 

2012, hlm. 289. 

Zainal Fadli, Irna Irna, Asep K. Maranjaya, Nurdin H. Attas, Yuliana 

Handayani, Andi D. Irawan, Wahyu F. Fadli, Tito Ferdinanto, Dewi 

Setyowati, Herlina Susanti, dan R. M. Sirait, Pengantar Ilmu 

Hukum: Teori dan Praktik, Jakarta: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 

2025, hlm. 121. 

Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 

2019, hlm. 72. 

B. Perundang-Undangan 
 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg). 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009. 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 



 

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022. 

 
C. Putusan Pengadilan 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/PID/2016 
 

D. Artikel Jurnal 

Fahrurrozi, dan Abdul Rahman Salman Paris. (2018). Tinjauan tentang 

Sistem Pemidanaan dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut 

KUHP. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2. 

Fahrurrozi, F., & Gare, S. B. M. (2019). SISTEM PEMIDANAAN 

DALAM PENYERTAAN  TINDAK  PIDANA  MENURUT 

KUHP. Media 
 

Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 50. 
 

Hambali, A. R. (2020). Penegakan hukum melalui pendekatan restorative 

justice penyelesaian perkara tindak pidana. Kalabbirang Law 

Journal, 2(1), 69–77. 

Keintjem, Fioren Alesandro, Rodrigo F. Elias, dan Nurhikmah Nachrawy. 

(2021). Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Crimen, Vol. X, No. 5. 

Rumondor, Jovy Renaldo, Michael Barama, dan Oliij A. Kereh. (2021). 

Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu dalam Proses Peradilan 

Pidana. Lex Crimen, Vol. X, No. 5. 



 

Setiawan, A., & Saefudin, Y. (2023). Pengaruh ajaran concursus terhadap 

jenis dakwaan dalam tindak pidana pencurian (Tinjauan yuridis 

terhadap putusan No. 194/Pid.B/2021/PN.Mtr). Amerta: Jurnal 

Ilmu Sosial dan Humaniora, 3(3), 26-34. 

Thamrin, Husni, Ayu Linanda, dan Mochamad Rifa’i. Analisa Yuridis 

Terhadap Pemberian Keterangan Palsu dalam Persidangan oleh 

Pihak Kepolisian. (2021). Collegium Studiosum Journal, Vol. 4, 

No. 1. 


